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PUTUSAN
Nomor 6109/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Penggugat, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Pusat, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 99 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan ;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor
6109/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, Adapun dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT

selengkapnya adalah sebagai berikut:
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa, perkara ini adalah Gugatan Harta Waris atas tirkah
pewaris yang bernama Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana
Oemar lahir di Aceh, 31 Desember 1944, alamat terakhir di Jl. Gunung
Raya No0.62 RT 005/ RW 011, Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan. yang wafat di Jakarta, tanggal 26 September
2018, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit dr. Sutoyo;

Bahwa, setelah almarhum meninggal dunia Pewaris tidak
memiliki keturunan akan tetapi hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri
bernama TERGUGAT (TERGUGAT 1), 1 (satu) orang saudara kandung
bernama CUT MEHRAN (PENGGUGAT 1) dan 9 (sembilan) orang
keponakan masing-masing bernama CUT FAHRINA LAKSAMANA
(TERGUGAT 1IV), TEUKU UMAR LAKSAMANA (PENGGUGAT II), TEUKU
ZULFIKAR IBRAHIM (PENGGUGAT IIl), TEUKU FAISAL, SE
(PENGGUGAT 1IV), TEUKU MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM L, SE
(PENGGUGAT V), TEUKU ZULKARNAEN LAKSAMANA (PENGGUGAT
Vl), TEUKU SYAHRIL LAKSAMANA (PENGGUGAT VIl), TEUKU
FAHRIZAL LAKSAMANA (TERGUGAT ll), TEUKU FAHRIAL
LAKSAMANA (TERGUGAT II) yang kesemuanya merupakan ahli waris
Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar;

Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga
meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang
terletak di JI. Gunung Raya, Ciputat, Cirende, Tangerang Selatan
berdasarkan bukti kepemilikan SHM No.7351 atas nama H Teuku Zulkifli
seluas 1344 M2;

Bahwa, berdasarkan informasi yang diterima oleh PARA
PENGGUGAT, TERGUGAT | diduga sempat membuat Surat Keterangan
Waris atas nama Pewaris Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana
Oemar dimana ahli warisnya hanya TERGUGAT | saja, akan tetapi di tolak
oleh pihak Kelurahan dikarenakan terdapat ahli waris lain yang belum

dimasukkan, perbuatan TERGUGAT | tersebut dapat dikualifikasikan ingin
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menguasai harta waris dari Pewaris Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku
Laksamana Oemar;

Bahwa, sebidang tanah dan bangunan sebagaimana di
jelaskan diatas, saat ini belum pernah dilakukan pembagian kepada para
ahli waris, akan tetapi PARA PENGGUGAT telah berupaya meminta kepada
PARA TERGUGAT untuk segera melaksanakan Pembagian Harta Waris
secara musyawarah kekeluargaan, namun hingga saat gugatan a quo
digjukan, belum ada tanggapan yang patut dari TERGUGAT untuk
melaksanakan hal tersebut;

Bahwa, sejak Pewaris meninggal dunia belum pernah
dilakukan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris dari Almarhum
Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas dan demi
kepastian hukum serta perlindungan hak para ahli waris Almarhum Teuku
Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar, Penggugat melalui gugatan a quo
memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk
memerintahkan agar diaksanakan pembagian Harta Waris dari Pewaris
Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar dan penetapan
ahli waris dari Pewaris Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana

Oemar;

Bahwa, orang tua dari Pewaris Ayah bernama Teuku
Laksamana Oemar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada
bulan Januari 1946, sebagaimana Surat keterangan Meninggal Nomor
20/78/KD/2008 tertanggal 23 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Geuchik
Gampong Meunasah Keude Lueng Putu dan lbu bernama Cut Nyak
Alawiyah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 6
Januari 1967;
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Bahwa, selama pernikahan orang tua dari Pewaris bernama
Almarhum Teuku Laksamana Oemar dengan Almarhummah Cut Nyak
Alawiyah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
a. Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar (Pewaris)
b. Teuku Abdullah bin Teuku Laksamana Oemar
c. Teuku Ibrahim bin Teuku Laksamana Oemar
d. Teuku Ayub bin Teuku Laksamana Oemar
e. Teuku Johan bin Teuku Laksamana Oemar
d. Cut Mehra binti Teuku Laksamana Oemar (PENGGUGAT I)
Bahwa, Pewaris semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2
(dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan bernama: Asniah Asman,
yang telah bercerai dari pewaris sebagaimana Salinan Putusan Nomor
295/Pdt.G/1991/PAJB tanggal 23 Desember 1991, setelah bercerai
kemudian Pewaris kembali menikah dengan;
Tergugat (TERGUGAT), pada tanggal 22 Januari 2000,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1264/35/1/2000, tanggal 24
Januari 2000;

Bahwa, dari perkawinan Pewaris dengan Asniah Asman dan
Tergugat tidak dikaruniai anak dan/atau keturunan;

Bahwa, Pewaris (Teuku Zulkifli bin Teuku Oemar
Laksamana) telah meninggal dunia pada tanggal, 26 September 2018,
sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit dr. Sutoyo dan tidak memiliki keturunan dan/atau meninggalkan anak;

Bahwa, Teuku Abdullah bin Teuku Laksamana Oemar
menikah dengan Ny,Fauziah Abdullah dan telah meninggal dunia pada
tanggal, 26 September 2014, pada saat meninggal dunia Teuku Abdullah
bin Teuku Laksamana Oemar tidak memiliki keturunan dan/atau
meninggalkan anak;

Bahwa, Teuku Ilbrahim bin Teuku Laksamana Oemar

menikah dengan Cut Nyak Nurjanah dan telah meninggal dunia pada
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tanggal 26 Oktober 1970, pada saat meninggal dunia Teuku Ibrahim bin
Teuku Laksamana Oemar meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-
masing bernama:

a. TEUKU UMAR LAKSAMANA (PENGGUGAT 1)

b. TEUKU ZULFIKAR IBRAHIM (PENGGUGAT liI)

c. TEUKU FAISAL, SE (PENGGUGAT IV)

d. TEUKU MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM L, SE (PENGGUGAT V)

e. TEUKU ZULKARNAEN LAKSAMANA (PENGGUGAT VI)

f. TEUKU SYAHRIL LAKSAMANA (PENGGUGAT VII)

Bahwa, Teuku Ayub bin Teuku Laksamana Oemar menikah
1 (satu) kali dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2012,
pada saat meninggal dunia Teuku Ayub bin Teuku Laksamana Oemar
meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
a. TEUKU FAHRIZAL LAKSAMANA (TERGUGAT lll)
b. TEUKU FAHRIAL LAKSAMANA (TERGUGAT II)
c. CUT FAHRINA LAKSAMANA (TERGUGAT IV)
Bahwa, Teuku Johan bin Teuku Laksamana Oemar
menikah dengan Tiktik Rostika dan telah meninggal dunia pada tanggal, 11
September 2008, pada saat meninggal dunia Teuku Johan bin Teuku

Laksamana Oemar tidak memiliki keturunan dan/atau meninggalkan anak;

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris, Almarhum Teuku Zulkifli
bin Teuku Laksamana Oemar memiliki dan atau meninggalkan sejumlah
harta (aset) yang disebut sebagai harta warisan yaitu berupa sebidang
tanah yang terletak di JI. Gunung Raya, Ciputat, Cirende, Tangerang
Selatan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No.7351 atas nhama H Teuku
Zulkifli seluas 1344 M2;
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Bahwa, berdasarkan informasi yang ditrima oleh PARA
PENGGUGAT, TERGUGAT | diduga sempat membuat Surat Keterangan
Waris atas nama Pewaris Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana
Oemar dimana ahli warisnya hanya TERGUGAT | saja, akan tetapi di tolak
oleh pihak Kelurahan dikarenakan terdapat ahli waris lain yang belum
dimasukkan, perbuatan TERGUGAT | tersebut dapat dikualifikasikan ingin
menguasai harta waris dari Pewaris Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku
Laksamana Oemar dan ingin menghilangkan PARA PENGGUGAT sebagai
ahliwaris yang sah;

Bahwa, atas harta peninggalan pewaris sebagaimana
dijelaskan di atas, hingga saat gugatan a quo diajukan belum pernah
dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris baik menurut ketentuan
perundang-undangan, hukum adat maupun hukum waris Islam;

Bahwa, PARA PENGGUGAT telah berupaya dan meminta
berulang kali kepada PARA TERGUGAT untuk segera diadakan pembagian
dan penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi karena
belum ada tanggapan yang patut dari PARA TERGUGAT maka hingga saat
ini penyelesaiannya belum juga dapat terlaksana;

Bahwa, perbuatan TERGUGAT | sebagaimana dijelaskan
diatas ingin menguasai seluruh harta peninggalan Pewaris dan ingin
menghilangkan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah, oleh
karena itu PARA PENGGUGAT melalui gugatan ini memohon kepada
Pengadilan Agama Tigaraksa untuk membantu menyelesaikan perkara ini
demi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi seluruh ahli waris

Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar;
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Bahwa, adapun dasar hukum PARA PENGGUGAT
mengajukan gugatan a quo, diatur dalam peraturan perundang-undangan
sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi
ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian
masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan
tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang
penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing

ahli waris.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan
dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan
pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Bahwa, berdasarkan silsilah, riwayat perkawinan, dan

hubungan kewarisan Pewaris antara Pewaris dengan para pihak dalam
gugatan perkara a quo, apabila dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 171 huruf C

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:
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- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dan nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Pasal 181
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat
seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka

bersama-sama mendapat sepertiga bagian .

Pasal 185 ayat (1)
Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang

tersebut dalam Pasal 173 .

Maka, jelas dengan demikian telah membuktikan bahwa PARA
PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai ahli
waris dan berhak atas harta peninggalan Pewaris Teuku Zulkifli bin
Teuku Laksamana Oemar;

Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas dan
terang mengenai ahli waris yang sah dari Almarhum Teuku Zulkifli bin
Teuku Laksamana Oemar yang berhak atas harta peninggalan Pewaris
yakni, 1 (satu) orang istri, 1 (satu) orang saudara kandung dan 9
(Sembilan) orang keponakan sebagai ahli waris pengganti, secara

lengkap adalah sebagai berikut :

TERGUGAT (TERGUGAT 1)
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CUT MEHRA BINTI TEUKU OEMAR LAKSAMANA (PENGGUGAT

TEUKU UMAR LAKSAMANA (PENGGUGAT i)

TEUKU ZULFIKAR IBRAHIM (PENGGUGAT III)

TEUKU FAISAL, SE (PENGGUGAT IV)

TEUKU MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM L, SE (PENGGUGAT V)
TEUKU ZULKARNAEN LAKSAMANA (PENGGUGAT VI)
TEUKU SYAHRIL LAKSAMANA (PENGGUGAT VII)

TEUKU FAHRIZAL LAKSAMANA (TERGUGAT lIl)

TEUKU FAHRIAL LAKSAMANA (TERGUGAT i)

CUT FAHRINA LAKSAMANA (TERGUGAT IV)

Bahwa, harta peninggalan Pewaris yang hingga saat gugatan
a quo diajukan belum pernah diadakan pembagiannya baik menurut
ketentuan Perundang-undangan, hukum adat maupun hukum Islam, di
mana harta peninggalan tersebut harus dibagikan kepada para ahli waris,
yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gunung
Raya, Ciputat, Cirende, Tangerang Selatan berdasarkan bukti kepemilikan
SHM No.7351 atas nama H Teuku Zulkifli seluas 1344 M2;

Bahwa, gugatan a quo sebagai upaya dari PARA
PENGGUGAT untuk menuntut Penetapan ahli waris dan pembagian waris
yang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam;

Bahwa, terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan
perkara a quo agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, karenanya Penggugat
dengan segala hormat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama
Tigaraksa Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta
memutus perkara gugatan a quo agar memberikan putusan dengan amar

sebagai berikut:

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 6109/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email ing.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



P BRYGH! B MARIARM 49 WgURRP Rk UM fsonesia

{Jutusan.mahkamahagung.go.id_
iutusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk
seluruhnya;

Menyatakan Almarhum Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana
Oemar telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 26 September 2018,
sebagaimana Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit dr. Sutoyo;

Menetapkan nama-nama yang disebutkan di bawah ini:

TERGUGAT (TERGUGAT )

CUT MEHRA BINTI TEUKU OEMAR LAKSAMANA (PENGGUGAT

TEUKU UMAR LAKSAMANA (PENGGUGAT II)

TEUKU ZULFIKAR IBRAHIM (PENGGUGAT III)

TEUKU FAISAL, SE (PENGGUGAT IV)

TEUKU MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM L, SE (PENGGUGAT V)
TEUKU ZULKARNAEN LAKSAMANA (PENGGUGAT VI)
TEUKU SYAHRIL LAKSAMANA (PENGGUGAT Vi)

TEUKU FAHRIZAL LAKSAMANA (TERGUGAT Iil)

TEUKU FAHRIAL LAKSAMANA (TERGUGAT II)

CUT FAHRINA LAKSAMANA (TERGUGAT IV)

Sebagai ahli waris yang sah sekaligus penerima tirkah warisan Almarhum
Teuku Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar;

Menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan
yang terletak di JI. Gunung Raya, Ciputat, Cirende, Tangerang Selatan
berdasarkan bukti kepemilikan SHM No.7351 atas nama H. Teuku Zulkifli
seluas 1344 M2, Sebagai harta peninggalan (warisan) Almarhum Teuku

Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar;
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Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Teuku
Zulkifli bin Teuku Laksamana Oemar menurut hukum islam;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk melaksanakan putusan
pembagian waris;

Menetapkan pembayaran biaya perkara a quo sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
ATAU :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex a quo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut
hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai
suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur
mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga
pada sidang tanggal 28 September 2020 gugatan Penggugat dibacakan,
yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan
alat bukti Saksi, yaitu :
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1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat
tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
« Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada ..., dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
« Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
« Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumabh;
» Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun
dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat
tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
« Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
« Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada ..., dan ...;
« Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
« Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
« Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
 Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun
dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak

berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk
dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai

hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya
tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah
dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat
selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal
125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan
Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil,
sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR
juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu
akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat
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dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan
Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti
tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan
materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal
1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang
sah sejak tanggal ... dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah
bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis,
namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan
kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat
diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh
Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam

alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak
langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena
perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus,
maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan
kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan
mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing
adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan
keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu
sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan
Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para
saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut
dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti
yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat
menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak ...

sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan
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karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat
pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan
usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil
sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta
hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ...
tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi
pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan
usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan
kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah,
sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan
Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk
tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal
kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul figh

yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :
L a0 I~ Ui ekl o
kb_hn e JLC gﬁ-«....n e i *r.)')

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin
hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Figh
As-sunnah juz Il halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim, yaitu :
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Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama
sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu
ba'in“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah
mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat
sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan
persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan
perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak
satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan

serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;
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MENGADILI
Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
2.197.000,- (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd.,
S.H., M.H.., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution,
M.E.Sy, dan Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan
tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy H. SAMSUL FADLI,
S.Pd., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti
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Adhiaksari Hendriawati, S.H.1I..

Perincian biaya :

. Pendaftaran : Rp 30.000,00

. ATK Perkara :Rp 75.000,00

. Panggilan ‘Rp 2.026.000,00

. PNBP Panggilan Rp 50.000,00

. Redaksi :Rp 10.000,00

. Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 2.197.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
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